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ABSTRACT

Digital transformation in public services has driven the Ministry of Agrarian Affairs
and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) to implement an electronic land
rights transfer service (LAHAN EKONIK). The Sleman Regency Land Office officially
launched this service on August 15, 2025. As an area newly implementing the service, the
Sleman Regency Land Office faces various obstacles in its implementation.

This study aims to describe the implementation of the electronic land rights transfer
service, the obstacles encountered, and the solutions applied at the Sleman Regency Land
Office, focusing on the sale-and-purchase process through Land Deed Officials (PPAT). This
study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through
observation, interviews with informants selected via purposive sampling, and literature
review.

The results show that the service has been implemented in accordance with
applicable regulations, starting from the submission of applications by PPAT through the
Mitra application, document verification, recording in the KKP system, to the issuance of
electronic certificates. However, implementation still faces technical obstacles such as
system and network disruptions, as well as non-technical obstacles such as data entry errors
by PPAT. The solutions applied include reporting system disruptions to Pusdatin, improving
communication with the public, strengthening coordination between the Land Office and
PPAT, and enhancing human resource competency. This study is expected to serve as a
reference for improving the quality of electronic-based land services in the future.

Keywords: land rights transfer, electronic service, LAHAN EKONIK.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transformasi digital dalam pelayanan publik telah menjadi perkembangan
penting dalam tata kelola pemerintahan modern (Saputra dkk., 2024). Pemerintah
Indonesia memperkuat transformasi digital melalui Peraturan Presiden Nomor 95
Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang
menekankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan
layanan publik berbasis teknologi. Sebagai bentuk implementasi kebijakan ini,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
menerbitkan regulasi yang menjadi dasar implementasi layanan pertanahan
elektronik melalui Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat
Elektronik, yang menegaskan peralihan dari dokumen manual menuju arsip digital
terintegrasi. Regulasi tersebut kemudian diperbarui melalui permen ATR/BPN
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan
Pendaftaran Tanah, yang memperluas cakupan layanan pertanahan secara elektronik,
termasuk pendaftaran tanah pertama kali, kegiatan pemeliharaan data pertanahan,
pencatatan perubahan data dan informasi, dan alih media. Kebijakan ini
menunjukkan komitmen pemerintahan dalam membangun pelayanan pertanahan
yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel di tengah tuntutan era digital.
Implementasi digitalisasiini sejalan dengan perkembangan menuju Society 5.0, yaitu
upaya harmonisasi teknologi dan kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari
dengan memanfaatkan otomatisasi layanan publik (Alfarizi, 2024).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi salah satu lembaga
pemerintah yang telah menerapkan inovasi teknologi dalam penyelenggaraan
administrasi pertanahan. Sejak tahun 2019, Kementerian ATR/BPN mulai
mengimplementasikan berbagai layanan pertanahan berbasis digital melalui sistem
elektronik. Beberapa layanan elektronik tersebut meliputi Hak Tanggungan
Elektronik (HT-el), Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Pengecekan
Sertipikat Tanah, serta Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), yang menjadi tahap awal



transformasi digital dalam bidang pertanahan di Indonesia (Dianti & Lukman, 2025).
Implementasi kemudian berkembang ke sertipikat elektronik dan peralihan hak
secara elektronik.

Layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik telah diterapkan secara
bertahap di berbagai Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari
upaya pemerintah untuk mempercepat transformasi digital layanan pertanahan dan
meningkatkan akses layanan kepada masyarakat. Tercatat sekitar 161 Kantor
Pertanahan di seluruh Indonesia telah menerapkan layanan peralihan hak secara
elektronik termasuk beberapa kantor di wilayah DKI Jakarta seperti Kantor
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan
Jakarta Timur (ATR/BPN 2025). Sebagai salah satu daerah yang baru melaksanakan
layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik, Kantor Pertanahan Kabupaten
Sleman secara resmi meluncurkan layanan tersebut pada tanggal 15 Agustus 2025,
yang dilakukan oleh Bupati Sleman, Kepala Kantor Pertanahan Sleman, dan Kepala
Kantor Wilayah BPN DIY, mencakup jual beli, hibah waris, tukar menukar, lelang,
dan pembagian hak bersama. Dalam tahap awal penerapan layanan peralihan hak
atas tanah secara elektronik, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tentu
menghadapi berbagai kendala-kendala dalam proses pelaksanaannya, seiring dengan
penerapan sertipikat tanah elektronik secara menyeluruh yang masih menemui
hambatan, khususnya terkait kesiapan masyarakat dan dukungan infrastruktur
(Febrina, 2024).

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan hak atas tanah melalui
jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan, dan bentuk
peralihan hak lainnya kecuali yang dilakukan melalui lelang hanya dapat didaftarkan
apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum
dan perlindungan terhadap hak atas tanah, serta memastikan bahwa setiap peralihan
hak dilakukan atas dasar kepemilikan yang sah.

Sebagaimana dijelaskan oleh Rondonuwu (2017), peralihan hak atas tanah
melalui jual beli merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang paling sering

dilakukan masyarakat dan harus memenuhi syarat materiil dan formil sesuai
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ketentuan hukum agraria. Secara materiil, tanah yang diperjualbelikan harus benar-
benar dimiliki secara sah oleh penjual berdasarkan bukti kepemilikan yang diakui
negara, sedangkan secara formil, peralihan tersebut wajib dibuktikan dengan akta
Akta Jual Beli (AJB) otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
sebagai dasar pendaftaran perubahan kepemilikan di Kantor Pertanahan. Dengan
demikian, pendaftaran tanah bukan hanya prosedur administratif, tetapi juga
merupakan sarana hukum untuk menjamin keabsahan transaksi dan mencegah
timbulnya sengketa kepemilikan di kemudian hari (Rondonuwu, 2017).

Selaras dengan hal tersebut, peralihan hak atas tanah merupakan salah satu
layanan administrasi pertanahan yang umumnya banyak dilakukan masyarakat,
terutama dalam konteks jual beli dan bentuk peralihan lainnya. Kajian yang
dilakukan oleh Ekawati dkk. (2021) menunjukkan bahwa proses peralihan hak atas
tanah, khususnya jual beli, menjadi bagian penting dari pendaftaran tanah karena
mencerminkan kebutuhan hukum masyarakat terhadap kepastian status kepemilikan.
Tingginya permohonan terhadap layanan ini juga menjadi salah satu alasan
pentingnya digitalisasi layanan pertanahan untuk mempercepat proses administratif
dan meningkatkan akses publik terhadap pelayanan yang berkualitas.

Sejalan dengan hal tersebut, berbagai penelitian sebelumnya juga telah
membahas penerapan digitalisasilayanan pertanahan di sejumlah wilayah. Penelitian
Wardani (2025) pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah secara
elektronik karena jual beli di Kota Yogyakarta dan menemukan bahwa sistem digital
mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi, meskipun masih terkendala oleh
literasi digital dan kesiapan infrastruktur. Sementara itu, penelitian Badri (2025)
meneliti implementasi pelayanan peralihan hak atas tanah melalui jual beli secara
elektronik di kantor pertanahan Kota Cilegon dengan pendekatan teori SM (Man,
Money, Material, Machine, Method) dan Merilee S. Grindle, yang menunjukkan
bahwa pelaksanaan sudah sesuai regulasi namun masih menghadapi sejumlah
kendala, seperti keterbatasan SDM dalam penguasaan teknologi, anggaran
pemeliharaan sistem, infrastruktur yang belum merata, dan gangguan aplikasi
layanan elektronik. Penelitian ini kemudian menguraikan solusi yang dilakukan
Kantor Pertanahan Kota Cilegon seperti pelatihan berkelanjutan, penguatan
infrastruktur, penyempurnaan sistem aplikasi, dan peningkatan koordinasi dengan

PPAT.



Berdasarkan pemberitaan media yang mengutip data dari Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman, sebelum diimplementasikannya layanan elektronik tercatat
mencapai sekitar 3.000 berkas setiap bulan, angka ini menunjukkan tingginya
kebutuhan masyarakat terhadap layanan pertanahan serta tingginya beban pekerjaan
administrasi di Kantor Pertanahan Sleman. Sejak diberlakukannya layanan peralihan
hak atas tanah secara elektronik (LAHAN EKONIK) hingga saat penelitian ini
dilaksanakan, tercatat sebanyak 2.913 permohonan peralihan hak atas tanah yang
diajukan melalui layanan elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
Kondisi tersebut menjadi dasar strategis bagi penerapan layanan peralihan hak atas
tanah secara elektronik, yang ditujukan untuk mempercepat waktu pelayanan,
meningkatkan efisiensi proses administrasi, serta mengurangi antrean dan kesalahan
dalam pengelolaan berkas manual. Dengan adanya layanan digital ini, masyarakat
kini dapat mengajukan peralihan hak melalui sistem daring secara lebih cepat dan
transparan melalui portal resmi Kementerian ATR/BPN, seperti Sentuh Tanahku dan
portal layanan elektronik Mitra ATR/BPN yang digunakan oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) untuk mengajukan permohonan layanan pertanahan secara
elektronik ke Kantor Pertanahan (Kabar Sleman, 2025). Namun demikian, apabila
proses layanan elektronik tidak berjalan optimal, maka hal tersebut dapat berdampak
langsung terhadap kepastian hukum, kepercayaan publik, serta kualitas pelayanan
pertanahan secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang
komprehensif agar penerapan teknologi digital tidak sekadar menjadi transformasi
administratif, tetapi juga mampu mewujudkan peningkatan nyata dalam mutu
pelayanan publik. Sebagaimana ditegaskan oleh Indriani dkk. (2025) keberhasilan
digitalisasi pertanahan sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara faktor teknis,
regulasi, dan kesiapan sumber daya manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih
dalam mengenai pelaksanaan pelayanan peralihan hak atas tanah secara elektronik
di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan digitalisasi layanan
pertanahan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta solusi yang telah
dilakukan oleh pihak kantor sebagai bentuk inovasi pelayanan publik berbasis

teknologi.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan

dapat dirumuskan sebagai berikut:

1.

Bagaimana pelaksanaan layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik di
Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman?

Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan peralihan hak atas
tanah secara elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman?
Bagaimana solusi yang diterapkan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan
peralihan hak atas tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten

Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dilakukan

penelitian ini yaitu:

1.

Mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan layanan peralihan hak atas tanah
secara elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan
peralihan hak atas tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten
Sleman.

Mengetahui solusi yang diterapkan dalam mengatasi berbagai kendala yang
muncul dalam pelaksanaan layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik di

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan

praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperluas wawasan
dan pengetahuan di bidang administrasi pertanahan, khususnya layanan peralihan
hak atas tanah secara elektronik. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan
dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan

penelitian sejenis.



2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat atau
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengenai prosedur dan manfaat layanan
peralihan hak atas tanah secara elektronik. Selain itu, hasil penelitian ini juga
diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai proses
pelaksanaan layanan, termasuk strategi dan solusi yang diterapkan untuk

mengatasi berbagai kendala yang muncul selama implementasi sistem elektronik.

E. Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan ruang

lingkup dan cakupan yang akan dibahas dalam penelitian dapat dilakukan secara

terarah dan terstruktur. Dengan adanya batasan yang jelas, peneliti dapat lebih mudah

dalam proses pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data. Adapun batasan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai pelaksanaan layanan peralihan
hak atas tanah secara elektronik yang difokuskan pada proses jual beli di Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman.

Pengambilan data penelitian ini mencakup terkait peralihan hak atas tanah secara
elektronik terhitung semenjak awal diimplementasikannya layanan peralihan hak
atas tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sampai
dengan saat penelitian berlangsung.

Penelitian ini hanya membahas pelaksanaan peralihan hak atas tanah secara
elektronik yang diajukan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tidak
mencakup permohonan yang diajukan secara mandiri oleh pemohon.
Penelitian ini dibatasi pada pembahasan kendala teknis dan non-teknis dalam
pelaksanaan layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik di Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman. Kendala teknis meliputi hambatan yang
berkaitan dengan sistem teknologi, jaringan, dan pengelolaan data, sedangkan
kendala non-teknis berkaitan dengan faktor sumber daya manusia, pemahaman
pengguna layanan, serta koordinasi antar pihak yang terlibat. Selain itu,

penelitian ini juga membahas solusi yang diterapkan serta strategi non-teknis



seperti pelatihan, sosialisasi, dan peningkatan koordinasi untuk mendukung

pelaksanaan layanan.

Batasan penelitian ini ditetapkan agar kajian yang dilakukan tetap terarah dan
tidak melebar dari tujuan yang telah ditentukan, seperti jenis layanan pertanahan

selain peralihan hak atau bentuk peralihan hak selain jual beli.



BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan layanan peralihan hak atas tanah

secara elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, dapat disimpulkan

sebagai berikut.

1.

Pelaksanaan layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik di Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku melalui sistem elektronik yang terintegrasi antara PPAT dan Kantor
Pertanahan. Proses pelayanan dimulai dari pengajuan permohonan oleh PPAT
melalui aplikasi Mitra, dilanjutkan dengan pemeriksaan dan verifikasi dokumen
oleh petugas, pencatatan peralihan hak dalam sistem KKP, pemeriksaan draf
sertipikat elektronik, pengesahan oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan
Pendaftaran, hingga penerbitan sertipikat elektronik. Penerapan layanan
elektronik memberikan kemudahan, meningkatkan efisiensi pelayanan,
mempercepat proses penyelesaian, serta mendukung terwujudnya pelayanan
pertanahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Pelaksanaan layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik masih
menghadapi beberapa kendala. Pada Kantor Pertanahan, kendala yang ditemukan
meliputi gangguan sistem akibat pembaruan aplikasi, ketidakstabilan jaringan,
keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya kesiapan data
elektronik bidang tanah. Selain itu, petugas juga mengalami kesulitan dalam
memberikan kepastian informasi kepada pemohon ketika terjadi gangguan
sistem. Dari sisi PPAT, kendala yang dihadapi meliputi gangguan pada sistem
serta kesalahan dalam pengisian data permohonan, seperti kesalahan nomor akta,
tanggal akta, identitas para pihak, dan kualitas dokumen hasil pemindaian.
Solusi untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten
Sleman telah menerapkan berbagai solusi, antara lain melakukan pelaporan
gangguan sistem kepada Pusdatin, memberikan notifikasi revisi kepada PPAT
melalui sistem, meningkatkan komunikasi kepada masyarakat melalui media
informasi dan pelayanan langsung, menerapkan mekanisme kerja yang lebih
efektif, meningkatkan kualitas data elektronik bidang tanah, serta

mengembangkan kompetensi sumber daya manusia dan penyediaan sarana
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pendukung. Sementara itu, PPAT melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen
sebelum pengajuan, segera mengunggah berkas setelah dokumen siap diproses,
serta berkoordinasi dengan instansi terkait apabila terjadi gangguan sistem.
Berbagai solusi tersebut menunjukkan adanya upaya bersama antara Kantor
Pertanahan dan PPAT untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan layanan

peralihan hak atas tanah secara elektronik.

B. Saran

1.

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, perlu terus meningkatkan kualitas
layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik melalui peningkatan kesiapan
data elektronik bidang tanah, pembaruan sarana dan prasarana teknologi
informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan
koordinasi dengan Pusdatin agar gangguan sistem dapat ditangani secara lebih
cepat.

Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), diharapkan terus melakukan
penyempurnaan sistem layanan elektronik, meningkatkan stabilitas aplikasi,
mempercepat penanganan gangguan sistem, serta memperkuat integrasi dengan
sistem instansi lain agar proses pelayanan dapat berjalan secara lebih optimal.
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), perlu meningkatkan ketelitian dalam
melakukan pemeriksaan dan pengisian data permohonan sebelum diunggah ke
dalam sistem elektronik, sehingga kesalahan input dapat diminimalkan dan

proses pelayanan tidak mengalami keterlambatan akibat revisi berkas.
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